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Penetapan penyedia jasa pelaksanaan
sesuai dengan ketentuan yang
pemerintah,

perjalanan dinas jabatan dilakukan
mengatur pengadaan barang/jasa

Kompor}en biaya perjalanan dinas jabatan melaluj

pcinyedla Jjasa meliputi biaya transport dan /atau biaya pe
Nz]z.;u satuan harga dan kontrak/perjanjian tidak Ziiper
!;ar%f tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jas
tarif penginapan atau hotel resmi yang dikeluarkan

penginapan /hotel.

Mekanisme pembayaran penyedia jasa perjalanan dinas menggunakan
metode sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden RI Nomor 04 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-
perubahannnya,

perikatan dengan
nginapan.

kenankan melebihj
a transportasi atau
oleh penyedia jasa

Kepada pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II
diberikan uang representasi selama melakukan perjalanan dinas.

Dalam rangka menyesuaikan dengan jadwal waktu keberangkatan pesawat
udara, perjalanan dinas dapat dilakukan satu hari lebih awal dan diberikan
uang harian sesuai dengan tarif uang harian Ibukota Provinsi Sumatera
Selatan.

Khusus biaya perjalanan dinas ke Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat
Lawang, dan Kabupaten Muara enim :

a. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka konsultasi,
koordinasi atau rapat-rapat yang dilakukan selama 1 (satu) hari maka biaya
perjalanan dinasnya disamakan dengan biaya perjalanan dinas ke
kecamatan dalam wilayah dalam Kabupaten Lahat yang terdekat atau
berbatasan langsung dengan kota/kabupaten tujuan perjalanan dinas
tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

e Biaya perjalanan dinas ke kota Pagar Alam dan ke kabupaten Empat
Lawang sama dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah Wilayah III
pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

e Biaya perjalanan dinas ke Kabupaten Muara Enim sama dengan biaya
perjalanan dinas dalam daerah ke Wilayah Il pada Lampiran IV
Peraturan Bupati ini.

b. Untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka kegiatan-kegiatan
seperti pameran/expo, festival, pekan daerah, pekan nasional dan bulan
bakti yang pada pelaksanaannya mengharuskan peserta untuk menginap
maka disamping diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada huruf a, diberikan pula biaya penginapan sesuai dengan ketentuan
Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pegawai negeri sipil dan/atau pihak-pihak lain yang ditugaskan untuk
membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu dari SKPD dan dalam
pelaksanaan tugas tersebut memerlukan biaya perjalanan dinas, dapat
diberikan biaya perjalanan dinas dari anggaran SKPD berkenaan, dengan
ketentuan sebagai berikut :
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